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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 KESIMPULAN 

 Pembicaraan seputar Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan topik hangat 

yang selalu dibicarakan dalam setiap gererasi kehidupan bangsa Indonesia. Hal ini 

dikarenakan realitas kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk, baik itu dari segi 

etnis, budaya, bahasa maupun agama. Meskipun sering dibicarakan sampai saat ini 

bangsa Indonesia masih memegang teguh Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara 

serta masih menetapkan sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam 

Pancasila. Hal ini didasari oleh kesadaran bangsa Indonesia yang menganggap bahwa 

sila Ketuhanan yang Maha Esa masih relevan dengan konteks kehidupan bangsa 

Indonesia yang majemuk.  

Hal ini sejalan dengan konsep awal berdirinya Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sejak awal negara Indonesia diperuntukan untuk semua masyarakat 

Indonesia bukan hanya untuk masyarakat agama atau golongan tertentu saja. Negara 

Indonesia adalah rumah bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia tanpa melihat 

agama, suku, ras dan golongannya. Dengan demikian, dalam konteks kehidupan 

bangsa Indonesia tidak boleh mengedepankan agama tertentu jika sudah berbicara 

mengenai indentitas Indonesia. Hal ini bukan berarti masyarakat Indonesia harus 

menanggalkan keagamaannya dan menjadi bangsa yang sekuler. Agama harus tetap 

dipegang teguh dan menjadi dasar moral bagi setiap tindakan yang dilakukannya.  
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Akan tetapi situasi yang terjadi akhir-akhir ini malah sebaliknya. Agama yang 

seharusnya menjadi agen perdamaian seringkali menjadi sumber bencana dan konflik 

yang menimbulkan korban kemanusiaan. Gerakan-gerakan radikalisme agama yang 

berujung pada aksi terorisme memakan korban nyawa yang tidak sedikit. Gerakan-

gerakan ini masih terjadi karena masih ada kelompok-kelompok tertentu yang mau 

menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi agama tertentu. Jika hal ini tidak 

segera diatasi, maka rasa persatuan yang selama ini dijaga dan dirawat oleh bangsa 

Indonesia akan hancur.  

Dalam menjaga persatuan bangsa Indonesia terutama dalam pengamalan sila 

Ketuhanan yang Maha Esa dibutuhkan sikap dan pemahaman yang baik terhadap 

Pancasila. Pemahaman yang baik terhadap Pancasila akan diaktualisasikan dalam 

sikap-sikap dan tindakan-tidakan praktis masyarakat Indonesia misalnya sikap 

toleransi atau saling menghargai masing-masing pemeluk umat beragama, tidak 

menjadikan agama sebagai alasan untuk mengintimidasi kelompok minoritas, serta 

tidak menjadikan agama sebagai alasan untuk mengejar kepentingan individu. Sila 

Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai saling menghormati dan menghargai 

antar sesama pemeluk agama, tidak mempermasalahkan cara beribadah, tidak 

membanding-bandingkan agama mana yang paling benar dan saling menghargai satu 

sama lain. Selain itu, dengan adanya sila Ketuhanan yang Maha Esa, negara Indonesia 

mengakui akan potensi kebenaran dari setiap agama yang ada. Oleh Karena itu, klaim 

kebenaran tunggal untuk konteks Indonesia yang majemuk tidak dibenarkan, apalagi 

memaksakan keyakinan agama tertentu untuk dipraktikkan dalam kehidupan sosial.  

Sila Ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pemersatu semua agama-agama 

yang ada. Peran pemersatu sila Ketuhanan yang Maha Esa sangatlah penting. Hal ini 

dikarenakan Indonesia memiliki agama yang plural. Pluralitas agama itu sendiri 

merupakan suatu kondisi yang sangat  rentan terhadap konflik keagamaan sebab kaum 

mayoritas bisa saja menindas kaum minoritas dan berujung pada konflik antaragama. 

Namun, dengan adanya pemahaman mengenai sila Ketuhanan yang Maha Esa sebagai 

landasan dalam kehidupan masyarakat Indonesia, maka akan tercipta rasa saling 
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menghormati dan menghargai antar pemeluk beragama. Sikap toleransi ini hendaknya 

semakin diciptakan dan dikembangkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang 

majemuk.   

Jika seluruh masyarakat Indonesia memiliki sikap yang pancasilais, tentunya 

bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang damai dan sejahtera. Sebagai bangsa 

yang memegang teguh Pancasila sebagai dasar negara, keberadaan agama di Indonesia 

seharusnya tidak lagi menjadi sumber berbagai pertentangan melainkan sumber nilai 

dan norma yang mengatur tingkah laku masyarakat Indonesia untuk saling 

menghormati dan menghargai. Pemahaman Pancasila yang baik merupakan salah 

bentuk penghayatan iman, sebab nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila digali 

dan diambil dari nilai-nilai religius yang telah lama dihidupi oleh masyrakat Indonesia 

yaitu agama itu sendiri. Potensi konflik  yang sangat rentan adalah perbedaan 

keyakinan agama. Salah satu langkah untuk meminimalisir potensi konflik tersebut 

adalah melalui jalur pemahaman nilai Pancasila, terutama pada sila yang pertama yaitu 

sila Ketuhanan yang Maha Esa. 

4.2 Usul Dan Saran 

4.2.1 Untuk Pemerintah 

 Radikalisme agama adalah suatu situasi yang mengancam integrasi bangsa 

Indonesia.  Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan negara, 

pemerintah berkewajiban untuk terlibat aktif dalam memerangi masalah radikalisme 

agama. Namun, pemerintah tentunya tidak bisa bekerja sendiri tanpa keterlibatan 

semua elemen masyarakat. Keberhasilan memerangi masalah radikalisme agama 

tergantung keterlibatan dan kerja sama semua elemen bangsa Indonesia sebagai sebuah 

sistem.  

 Dalam menangkal gerakan radikalisme agama, setidaknya ada beberapa hal 

mesti diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah berkewajiban 

untuk menghormati semua masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, suku, 
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budaya, golongan atau etnis tertentu. Salah satu penyebab munculnya gerakan 

radikalisme adalah karena adanya perlakuan yang tidak adil dari pemerintah dalam 

menangani warganya. Perlakuan yang spesial terhadap kelompok tertentu akan 

menimbulkan iri hati dari kelompok-kelompok tertentu yang jarang atau bahkan tidak 

diperhatikan oleh pemerintah. Untuk menghindari hal-hal seperti ini, pemerintah 

hendaknya memperlakukan dan menghormati warga secara menyeluruh tanpa 

membeda-bedakan suku, agama dan rasnya. Kedua, Pemerintah berkewajiban untuk 

melindungi segenap warganya. Kewajiban untuk melindungi segenap warga 

mengharuskan pemerintah untuk menciptakan aturan-aturan untuk melindungi 

warganya dari berbagai intimidasi yang dapat merusak integrasi bangsa.  Selain itu, 

pembuatan aturan-aturan bertujuan untuk melindungi warga dari pelanggaran hak-hak 

sebagai warga negara. Ketiga, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi tugas dan 

tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara. Dalam hal ini pemerintah juga 

berkewajiban untuk melindungi warganya dari berbagai gerakan radikalisme dan 

berbagai aksi terorisme. Selain itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin 

kebebasan bagi warganya terutama dalam kehidupan beragama. 

 Oleh karena itu, segala bentuk gerakan radikalisme agama, intoleransi dan 

semua bentuk intimidasi yang dapat mengganggu integrasi bangsa harus dicegah oleh 

negara. Sila Ketuhanan yang Maha Esa merupakan dasar konstitusional bagi negara 

untuk menolak segala bentuk gerakan radikalisme dan intoleransi keagamaan. Dengan 

sila Ketuhanan yang Maha Esa negara harus menjamin kebebasan beragama di 

Indonesia. Selain itu, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk 

membumikan sila Ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Hal ini bisa dilakukan dengan menerapkan pendidikan Pancasila dalam sektor 

pendidikan, dimulai dari pendidikan usia dini hingga pendidikan tinggi.   

4.2.2 Untuk Pimpinan Agama 

 Para pimpinan agama adalah figur-figur sentral yang memiliki peranan yang 

sangat penting dalam membangun masyarakat yang toleran terhadap umat agama lain. 
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Para pimpinan agama hendaknya menjadi panutan bagi masyarakat dalam dalam 

memahami serta mewujudkan cita-cita agamanya. Sifat-sifat kepemimpinan selalu 

melekat dan tercermin dalam diri para pimpinan agama hendaknya dinyatakan dalam 

kehidupan praktis. Sebagai figur penting dalam agama-agama, pemimpin agama harus 

menunjukan sikap dan prinsip hidup yang toleran, inklusif dan menghargai umat agama 

lain. Jemaat suatu agama biasanya mengidentifikasi tokoh agama sebagai penyambung 

lidah jemaatnya. Peranan tokoh agama sangat penting dalam mewujudkan umat 

beragama yang toleran terhadap umat yang beragama lain. Salah satu tugasnya adalah 

melakukan pengawasan terhadap jemaatnya, meluruskan kekeliruan atau 

menyelesaikan konflik keagamaan, baik konflik internal keagamaan, maupun konflik 

eksternal. Selain itu, tokoh agama bertugas untuk mengajak umatnya untuk melakukan 

kebaikan dan melarang umat untuk melakukan kejahatan. 

Tokoh agama memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi 

persoalan intoleransi yang berujung pada gerakan radikalisme agama. Jika ditelusuri 

lebih jauh persoalan intoleransi di Indonesia terjadi karena perbedaan keyakinan, 

dikotomi mayoritas dan minoritas dan masih banyak penyebab lainnya. Dalam 

mengatasi persoalan-persoalan ini peranan tokoh agama sangat penting. Sebagai tokoh 

yang diteladani oleh umatnya, tokoh agama harus selalu memberikan pengajaran dan 

pemahaman yang baik dan benar tentang ajaran agamanya, terutama dalam 

menciptakan toleransi antarumat beragama. Dalam hal ini, tokoh agama berfungsi 

sebagai fasilitator dalam meminimalisir terjadinya konflik keagamaan. Para pimpinan 

tiap-tiap agama diharapkan untuk senantiasa memberikan dan menunjukkan contoh 

hidup yang baik dalam upaya merawat keanekaragaman yang ada.  

Selain menunjukkan teladan hidup yang baik kepada jemaatnya, para pimpinan 

agama harus sesering mungkin melakukan dialog dengan umat agama lain. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan agar semua umat agama saling mengenal satu sama lain. 

Mengenal umat agama lain sangat bermanfaat dalam meminimalisir rasa curiga. 

Dengan melakukan dialog sikap untuk saling menghormati dan menghargai antar 
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pemeluk agama semakin bertumbuh. Hal ini didasari oleh pengetahuan tentang agama 

lain yang semakin luas.     

4.2.3 Untuk Para Penganut Agama 

 Indonesia adalah sebuah negara yang majemuk, baik dari segi budaya, bahasa 

maupun agama. Situasi kemajemukan itu menghadirkan kondisi yang ambivalen bagi 

kehidupan bangsa Indonesia. Di satu sisi, kemajemukan itu merupakan suatu kekayaan 

yang harus disyukuri dan dirawat oleh bangsa Indonesia. Namun, di sisi lain 

kemajemukan itu menjadi sumber berbagai pertentangan dalam kehidupan sosial. 

Konflik-konflik terjadi ketika bangsa Indonesia tidak bisa menata kondisi 

kemajemukan itu dengan baik. Konflik antaragama adalah suatu realitas yang tidak 

tidak terbantahkan dalam sebuah negara yang multireligius. Hal ini terjadi karena 

adanya klaim kebenaran (truth claim) tunggal dari masing-masing penganut agama. 

Masing-masing penganut agama sering mengklaim hanya agama yang dianutnyalah 

yang paling benar, sedangkan agama-agama lain salah dan sesat. Karena terjebak 

dalam ajaran agama yang ekslusif, para penganut agama rela melakukan apa saja untuk 

mempertahankan truth claim agamanya, termasuk berusaha untuk “mengeliminasi” 

umat agama lain dari kehidupan sosial karena dianggap sebagai orang-orang sesat. 

Ajaran keagamaan ekslusif yang mengklaim kebenaran tunggal mesti dilihat sebagai 

sebuah problem serius dalam kehidupan bersama sebagai warga negara. Jika ajaran 

keagamaan yang ekslusif seperti ini terus berkembang, maka kekerasan atas nama 

agama dan gerakan-gerakan radikalisme agama tidak terhindarkan dan menghancurkan 

kehidupan bangsa Indonesia yang majemuk. 

 Untuk mengatasi persoalan ini dibutuhkan sebuah solusi yang tepat dan 

menyentuh akar persoalan gerakan radikalisme agama. Salah satu solusi yang bisa 

ditawarkan adalah melalui jalur dialog lintas agama. Salah satu tujuan dialog lintas 

agama adalah untuk menghindari hal-hal yang dapat memecah keutuhan suatau bangsa 

termasuk ajaran keagamaan yang ekslusif. Dengan mengadakan dialog lintas agama 

wawasan para penganut agama tentang agama lain semakin luas. Dengan wawasan 
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keagamaan yang luas, sikap keagamaan yang ekslusif bisa diminimalisir. Selain 

mengadakan dialog lintas agama 

4.2.4 Untuk Lembaga-Lembaga Pendidikan 

 Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam hidup manusia yaitu 

memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia memiliki arti mendidik dan 

membentuk manusia untuk lebih berperan sebagai manusia yaitu dengan memahami 

nilai-nilai etis dan hakikatnya sebagai manusia. Proses memanusiakan manusia ini 

sangat penting dalam membentuk sikap dan karakter seseorang. Dengan proses 

pendidikan yang baik dan benar, seseorang akan memiliki sikap dan karakter yang baik 

pula. Begitu pula sebaliknya pendidikan yang keliru dan salah akan membentuk pribadi 

yang memiliki sikap dan kepribadian yang buruk. 

 Dalam konteks kehidupan beragama di Indonesia, pendidikan memiliki peranan 

yang sangat penting dalam membentuk pribadi yang demokrat dan inklusif. Dalam hal 

ini pendidikan agamalah yang memainkan peranan yang sangat penting. Pendidikan 

keagamaan yang salah dan keliru akan membentuk pribadi yang fanatik dan radikal. 

Ajaran keagamaan yang bernada mengejek, menghardik dan merendahkan agama lain 

akan membentuk peserta didik menjadi peribadi yang radikal. Barang kali hal ini 

merupakan salah satu penyebab tingginya generasi muda terpapar paham radikalisme 

agama.   

 Dalam mengatasi persoalan ini lembaga pendidikan memainkan yang sangat 

penting. Lembaga pendidikan merupakan tempat untuk mentransferkan pengetahuan. 

Sebagai tempat mentransferkan pengetahuan, lembaga pendidikan memiliki peranan 

yang sangat penting dalam menangkal radikalisme agama. Ditengah maraknya gerakan 

radikalisme agama, lembaga pendidikan diharapkan menjadi sebuah lembaga yang 

mentransferkan nilai-nilai etis dan mengedepan nilai-nilai kemanusian. 
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